
BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
                                         NOMOR    24    TAHUN 2013 

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
pemberian hibah dan bantuan sosial, perlu menetapkan
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31
Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Penganggaran,
Pelaksanaan  dan  Penatausahaan,  Pelaporan  dan
Pertanggungjawaban  serta  Monitoring  dan  Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437),  sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua



atas  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5234);

 7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010   tentang
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 2011   tentang
Tata  Tata  Cara  Pengadaan  Pinjaman  Luar  Negeri  dan
Penerimaan Hibah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2011  Nomor  23,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5202);

10 Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang
Hibah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2012  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5272 );

11. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
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tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011
Nomor  450),  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2012  tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

13. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  3  Tahun
2007  tentang  Pokok  –  Pokok  Pengelolaan  Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 99);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang
tentang  Tata  Cara  Penganggaran,  Pelaksanaan  dan
Penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban
serta  Monitoring  dan  Evaluasi  Pemberian  Hibah  dan
Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2011 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun
2013 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati  Kudus  Nomor  31  Tahun  2011  tentang  tentang
Tata  Cara  Penganggaran,  Pelaksanaan  dan
Penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban
serta  Monitoring  dan  Evaluasi  Pemberian  Hibah  dan
Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN  BUPATI  KUDUS  NOMOR  31  TAHUN  2011
TENTANG  TATA  CARA  PENGANGGARAN,  PELAKSANAAN
DAN  PENATAUSAHAAN,  PELAPORAN  DAN
PERTANGGUNGJAWABAN  SERTA  MONITORING  DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun
2011  tentang  Tata  Cara  Penganggaran,  Pelaksanaan  dan
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Penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  serta
Monitoring  dan  Evaluasi  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor
31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  8  Tahun  2013  tentang
Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  31
Tahun 2011 tentang  Tata  Cara  Penganggaran,  Pelaksanaan
dan  Penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor
8), diubah sebagai berikut:

Pasal  16

(1) Bupati  menetapkan  daftar  penerima  hibah  beserta
besaran  uang  atau  jenis  barang  atau  jasa  yang  akan
dihibahkan  dengan  Keputusan  Bupati  berdasarkan
peraturan  daerah tentang  APBD  dan  Peraturan  Bupati
tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar  penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Berdasarkan  pertimbangan  ketepatan  sasaran  dan
kemampuan  keuangan  daerah,  perubahan  daftar
penerima  hibah  beserta  besarannya  uang  atau  jenis
barang  atau  jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati  berdasarkan
Peraturan  Daerah  tentang  APBD  dan  Peraturan  Bupati
tentang  Penjabaran  APBD  serta  melalui  mekanisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(4) Penyaluran/penyerahan  hibah  dari  pemerintah  daerah
kepada  penerima  hibah  dilakukan  setelah
penandatanganan NPHD.

(5) Penyerahan  hibah  dalam  bentuk  barang   dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

(6) Penyaluran  hibah  dalam  bentuk  uang  yang  sumbernya
berasal  dari  APBD  dilakukan  dengan  pemindahbukuan
dari  Rekening  Kas Umum Daerah ke  rekening  penerima
hibah.

(7) Pencairan  hibah  dalam  bentuk  uang  dilakukan  dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS). 

(8) Pencairan  hibah  berupa  uang  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (7) dilakukan sekaligus atau secara bertahap.
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Pasal II

Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
diundangkan.

Agar  setiap  orang  dapat  mengetahuinya  memerintahkan
pengundangan Peraturan  Bupati ini  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Nopember 2013

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A
Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Nopember 2013
    SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

                    NOOR  YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN    2013   NOMOR 24
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